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ABSTRACT

The Mew Order has caused centralized authonty and poor initative Trom the Tocal authority,
The government had o big poswer and this resulted in the imbalance ol power sharing be-
tween the government and local asthority, Aotanamy is sull considered as big. The new law
o autonomy launched i P99 s seen as endencioos and wmbitious. This is the resull of
e iplementation in the loeal authorive, Wit are demanded by local authority is acreally
more poswer sharing, more just income disiribanion, and independent management system in
which the Tocal authoriy™s adiministration i« evpected o be concrete. transparent, and inde-

[renddens

Kewvwanele: povernment regulation Moo 22 and 25, 19499 desentralization, public policy

PENGANTAR

Selama 34 tuhun merdeka paling tidak Indo-
nesia telah memiliki 6 fenwm) buah Undang-ondang
Pemerntahan Daermih alah UL No, 171945, UL No,
2271948, ULT No. 1719537, UL No. 1865, ULT No.
ST dan UL No. 22/99. Setiap Undang-undung
Pemerintahan Dacrabh memiliki ciri kKhasnya
miasing-masing sesual dengan sistem polink dan
pemerintahan vang berliku pada waktu i, Ketika
mittla-muli kemginan demokeast menggebu-gebu
maka dibuatlah Undang-undang Pemerintithan
Daerah yang menenjolkan perin demnkrast ini
dalam KNI (UT 1/1943): dan ketika sistem
pemerintahan Jdan politih terfokus kepada
pemermtahian ving bertumpue kepada kektasaan
chsekutil vans otoritarian dengan punggt]mum A
af wnatheniy vane lehih hesar daripada freedeom for
vithrordlingre. maka muncullah UU 3/1974,
emtkian juga kevrkn era reformasi ving
mengimmnkon acdinvie pernbaban mendasar vang
mengacth kepady transparansifopeness, acconn-,

tabvilitas, 3E'S, responsibilines, vang menginginkan

ataw menuntut empowering yang lebih untuk
duerah-daerah maka dikeluarkanlah UU No. 22/
1999,

Permasalahan-permasalahan vang muncul
dalam penyelengguraan pemerintahan di dagrah
selama masa Orde Baru dengan dilaksanakannya
Uindang-undang Nomor 5 Tahun 1974, antara lain:
(1) Dominasy prinsip dekonsentrasi dalam
penyelenggaraan pemerintah di daerah; (2)
Penyeragaman struktur pemenntahan daerah secara
nasional: (3) Keompangan distribusi kevangan
pusat dan daerah: (4) Ketindaan pemisahan
kekuasaan i tingkat pimpinan di daerah: (5)
Adlunya lembagn administrasi teritorial militer di
threrih-daerah: (64 Rekrutmen gubernur/bupati/
waltkotamadya kepala duerah duentukan oleh
pusit: (7) Penyatuan fungsi kepala daerab dan
kepala wilayah: (R} Adunya konsep penguoasi
tumggal (9) Adimva struktor paralel pusat di daerah-
daerab: (1O Adanyva militenisas: birokrasi sipil di

daerah-dierih

n
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Permasalahan-permasalahan dimuka tersebut
menimbulkan implikasi-implikasi antara lain: (a)
Rendahnya kewenangan daerah: (b) Hilangnya
kemajermukan struktur politik lokal: (¢) Hilangnya
otonomi kuitural di tingkat lokal: (d) Lemahnya
kemampuan self-supporiing pemerintah daerah
dialam bidang keuangan: (e) Munculnya lembaga-
lembaga kolusi wewenang dan kekuasaan; (f)
Intervensi militer di daernh-daerah: (g) Kerentanan
daerah terhadap penggunaan kekerasan aparat
negara: (h) Ketergantungan kepada pemerintah
pusat dan peranggungiawaban kepada masyarakal
daerah: t1) Hilangnya inisiatif daerah: (j) Konsen-
trasi kekuasaan di tangan gubernur dan hupatif
walikotiimadya: (k) Penguasa tunggal memegang
fungsi-fungsi kepala daerah. kepala wilavah dan
pimpinan Muspida. dan pembina politik di daerah:
(1} Semakin kuatnyva kontrol politik pusat terhadap
daerah: (m) Matinva inisiatif di tingkat daerah; (n)
Ketergantungan kepada pemerintah pusat yang
semakin tinggi.

Desentralisasi dan Otonomisasi Administrasi
Pemerintahan

Era reformasi telah muncul, Wacana atau
suasana monolitik harus ditinggalkan, dan wacana
atau suasana plurmbistik hares kita terima. Reformasi
vang pada hakekatnya adalab chanee. improvement
atau medernizanon tidak saja harus kita lihat
sehagai inevitable wetapi haruslah Kita sadari sebagai
Mamned change. Demikian juga didalam formulas
dan implementasi otonomi-desentralisasi. tidak
dapat kita hindari pasti harus dilakukan peruhahan,

Analisa dan penglihatan dari hawah
tpemerintah daernh), sesunggzuhnya tuntutan yang
mendesak didalaom formnlasi dan implementasi

etenomi adalah didalam 3 (tga pokak per-

masalahan: sharving of power, diseribution of

tmeome, dan kemandirian sisiem manajemen di
daerah

Sehang in pelaksanaan pemerintahan (pusat)
dengan menggunakan corak henevolent autocrat
vimg berbmdaskan pevernalisnn, menumbuhkan
pemerintilim vang terpusal picds soatu kelompok

S

atau kepentingan tertentu saja. Lebih-lehih dengan
penggunaan security approach dalam dalih untuk
menjaga stabilitas demi kelangsungan pembangun-
an dan negara kesatuan serta adanya persatuan,
mendorong negara kita justru diambang per-
pecahan. Pemerintahan yang seperti ini vang
dijalankan oleh Orde Baru, sering tidak mem-
berikan public space untuk mewujudkan tampilnya
civil saciery, dan ini berani pemasungan terhadap
demokrasi sebagai hak-hak rakyat. Demikian juga
yang nampak pada pemerintahan daerah, kurangnya
atau bahkan tiadanya local demaocracy, dimana
segalanya menunggu juklak, juknis dan tuntas.
Akibatnya ketergantungan birokrasi pemerintahan
di daerah dalam segala hal kepada hirokrasi
pemeritahan pusat, Dekonsentrasi yang kedudukan-
nya sama pentingnya dengan desentralisasi bahkan
juga medebewind. menjadikan pelaksanaan
dekonsentrasi evershadowing terhadap desentrali-
sasi, Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi di
Daerah Tingkat Il yang merupakan ujung tombak
dalam pelayanan kepada masyarakat dikarenakan
vang paling depan berhadapan dengan masyarakat,
sering tidak memberikan gambaran yang
menggembirakan di dalam kemandiriannya untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Meskipun bermacam-macam urusan telah
diserahkan kepada Dati IT tetapi urusan dengan
berbagai kegiatan yang ada termasuk income-nya.
masih dikuasai oleh pemerintahan tingkat atas.
Demikian juga jaringan kerja (merwork) untuk
membuat dan memutuskan keputusan masih berada
di tangan pemerintahan yang lebih atas, Sehingga
sering tidak saju terjadi hureaucratism. tetapi juga
hurewimomia dikarenakan para pembuat keputusan-
pun juga berada pada tingkat dan pada kelompok-
kelompok yang hanya herdekatan dan dapat
menguntungkan power-elif. Tuntutan akan
demokrasi di tingkat lokal. tuntutan kewenangan
daerah yang lebih besar. wnmutan kemandirian
daerah yang lehih tangguh. seharusnya menyadar-
kan pemerintah pusat untuk membagikan
keknasaan yang selama ini terpusat. kepada daerah.
Pemerintah pusint harus berani melakukan reformasi



dalam melakukan hubungannya dengan dacrali-
haerah mlih densan menerapkan atn melahukan
kemnsen foose e rigder ataw yang disebut dengan o
seareftaf eveellence. Konsepoani dalwnsartian foese
enr reefeen o reseeslontions gored tedse one visienr, vod-
eeew gl el Sehinggn akan nampak bubungan
vang lebah et i givene ovders dengan core-
evie theene o Drabiom bed ine peclo diator kenbab
DIPLSEI- U i vang et prakin wesemng
urisan Posiol. dan gegsan-urusan o mana vang
disernbkan kepadi dacealy baik propinsi maegpun

kabupaten

UL Pemerintah Dacrah No. 22 Tahuan 19949

VD Pemermtahan Pacrah No. 22 Tahun 19949
pretling tidakh memal beherpa perabahan di dalim
pasil-pasalnva voang lebals menearals kepada
demebctisas davipada UL Nowor 5 Tahon 14973+
Pectanvi: Tidak adia Lzt tmghation daerab atonom
denazin sehotan Dt Fatau Dat L vang konotisimya
adalah justr akan erjadi pennmpukan kekuasicn
pemyeleneeanan urnsan pada deerah vang paling
atas, Desentmlisasi ati otonomi ditetapkan bk
dapat berada ch propinsi danfatinpun kKaboapaten
At kotp, Masing-masing daerah berdin sendiri
tiahiak mernpakan tingkatan doerah (Pasal 49

Kedme Tadak ada Lagr sstilal tk berut
ctonemi/desentealisasi yang sering lebih ditalsirckan
Bermmmsa koantatf daripiada kualitanl Sehigga
dalam mmplementasinya febih banyak wrasan
discrahkan ving berupa hegintan-kegiatan yang
pustewe mertpakan beban bags daerah fpasal 11 UL
No, 519740

Ketgn Desentralisiast tidak igi diberikan art
hanya sebasi penyerahan wru-san. tetap lebih
merupakan wewening pemerintahag (Pasal 7 s4d
Pasal 13 Keempat: Kedodokian DPRD tdak Ligi
sz unsure Pemermmtal Daerab, letam
Berkedudukan sebagai Badan LegisBaif D secor
tegis menyebutkan pula babws dabom melaksana-
Ran otomomm Kepalia Daerah bentangeung jawih
kepada DPRD (Pasal 14 dan Pasal 32).

Kelimir Keluisan kewenanzan dacrah unink

nenyelensearakan pemerintahan kecuali dakome
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bidang Politik Luar Negeri. Pertuhanan Keamanan,
Peradilan, Moneter/Fiskal dan Agama (Pasal 7).
Keenaum: Mengenai tata cara dan ata aturan
pemitlihan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah
yang lebih memberikan kewenangan kepada DPRD
(Pasal 34 s/d 40). Ketnjuh: Penguraian Pasal-pasal
yang menyangkut mengenar DPRD (Pasal 15 sid
Fasal 294 lebih diduhulukan danpada Pasal-pasal
mengemi Kepala Daerh (Pasal 30 <00 5850, Hal i
menunjukkan baga-mana pemerintah ingin menge-
depinbkan kedaulatan ada diangan rakyat. dengan
mendudukian DPRD sebaga badan legislanf

Perubahan-perubahan Penting ULl Pemerintah

Dacrah No. 22 Tahun 19949
Meshipun demikian perlu dikemukakan

heberaps catann pekok ving pentine. mendasir

mtuk difukokan penyempumann, perubahan:

I Ada kesan bahwa formulasi ULT Pemerintahpn
[Maerah masith dapat menmmbulkan apriorn
dhikarenakan terlaly tendensius don wmbisius
huhkan herkesan sekedar memberikan
SCIMACHIN penening.

2. Dhisumping adanya pengakuan biahwa selama
mi sistem pemerintahan kita sentralisak demi
persiatuan dan kesatuan, maka pengobralan
terhidap desakan perubabun. demokrasi,
desentralisasi. pemerataan, keadilan. keancka
ragaman daerah. yang juga sudih terdapat pada
LIS Nomor 5/1974 diulang lagi dalam UU
Pemerintihan Daerah 1999 i, Jusiru vang
menakutkan ataw mengkhawatirkan adalah
semua u hanyalah ada pada tingkat formulas
siaja flips serviced bukan dalam kadar
unplementasi nantinya (bila sistem politiknya
Jugi ticdak beruhah),

oo Sepert halnya dalam UL Nomor 3/1974
dimame dart 24 pasal masihoadie lebih kurang
35 peraturan yang harus dibuat, demikan pula
didalam UL Pemerintahan Jaerah ini. Dimana
[ 34 pasal yang direncanakan masih ady lebih
kurang 30 pasal vang menunmjukkan diperlu-
kannya UL Peraturan. Kepuwiusan untuk

pengaturan lebib langur, Kekoatiram ving ada

n
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6.

adalah tidak saja permasalahan wakiu yang

hiasanya demikian lamanya untuk mengatur .

'Eoéramnm peraturan tersehut. tetapi yang lebih
jlentmg adalah pembuatan peraturan lanjutan
atau aturan pelaksanaan UU yang tidak sesuai
dengan jiwa dan semangat yang dikandung
dalam UL, Atau dapatlah dikatakan bahwa UU
ini masih terlalu banyak Blank ¢heque atau
masih terlalu banyak memberi delegasi
kewenangan kepada pemerintah untuk
mengatur lagi (dengan sendirinya intervensi)
beherapa masalah penting dengan peraturan
perundang-undangan.

UL ini masih menempatkan pemerintahan desa
sebagui kepanjangan birokrasi pemerintahan.
maka mengapa pengaturan desa dimasukkan
didalam UU ini. padahal desa bukanlah ada
didalam kestrukturan Pemerintahan Daerah.
Daerah propinsi yang bersifat otonom harus
dipertimbangkan keberadaan perwilayahannya
karena daerah ini tidak memiliki wilayah/
daerah, maka perlu ada pemikiran untuk
pengubahan perwilayahan atau keberadaan
daerah-daerah terutama kabupaten dan kota.
Karena sebagai daerah yang bersifat otonom,
aderah propinsi juga tidak memiliki kompanen
masyarakat yang diwakili kepentingannyi.
Meskipun ditentukan bahwa nasing-masing
daerah herdin sendin dan tidak mempunyai
hubungan hierarki satu sama lain (Pasal 4 ayat
2). tetapi karena daerah propinsi juga
merupakan daerah administrasi, maki propinsi
tetap memegang kekuasaan yang besar sebagai
wakil Pemerintah Pusat,

Mengenai kewenangan daerah terutama Pasal
7 dan 8 pada UU Pemerintahan Daerah 1999,
ini mengandung 2 (dua) implikasi: pertama:
dengan penyerahan semua kewenangan
pemerintahan yang ada kecnali moneter.
Palitik Luar Negeri. Pertahanan dan Keaman-
an, Peradilan dan Agama, menunjukkan
demikinn besar kewenangan pemerintahan
ving akan dimiliki oleh docrah-daerah. Dan
apabila ada didalam keheradaan kesadaran
vang rendah akan menjurus kepada federalism

atau daerahism. Atau sebaliknya ketidak-
sadaran pemerintah dalam hal 1n1 akan
herakibat bahwa formulasi Paszal 7 adalah
sekedar formulasi tanpa implementasi lebih
lanjut; Kedua: sesungguhnva pemikiran atau
formulasi dan keputusan pemerintah perihal
penyelenggaraan kewenangan pemerintah
terhadap 5 (lima) kewenangan tersebut, "terlalu
berani”. Karena sesungguhnyva vang diinginkan
oleh dasrah dan masyarakat adalah bagaimana
daerah lebih diberikan kewenangan yang lebih
besar. distribution of inconre yang lebih adil,
concret, transparan dan kemandirian
adminisirasi pemerintahan daerah sesuai
dengan keberadaan daerah. Apabila memang
betul-betul pasal ini akan dilakukan maka perlu
persiapan daerah perihal SDM, fasilitas infra
struktur, dan sebagainya. Bila daerah tidak siap,
maka vang terjadi adalah dekonsentrasi akan
menjadi overshadowing terhadap desentrali-
RaSI.
Meskipun sejumlah 11 (sebelas) urusan atau
bidang pemerintahan wajib diluksanakan oleh
daerah kabupaten dan kota. tetapi haruslah
merupakan penyeraban kewajiban total atau
otonomi utuh dalam arti tidak hanya
melaksanakan/pelaksanaan fetapi termasuk
didalamnya perencanaan dan pembiayaannya
juga, bukan hanya yang bersifat administra-
if, bukan hanya yang merupakan beban saja.
Perihal Keuvangan Daerah di dalam UU
Daerah 1999 haruslah
dihubungkan dengan UU Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
aerah: (a) Dari 33 Pasal yang ada pada UU
Perimbangan Keuangan, maka masih terdapat
+ 24 Pasal yang mengharuskan adanya
pembuatan peraturan/ketentuan lebih lanjut
{blank chegue): (b) Hal tersebut diatas dapat
memberi kesan bahwa pemeriniah mencoba
mengulur-ulur waktu dalam menentukan
secara tegas/fired mengenai bagi hasil
pendapatan negara dari sumber daya alam.

Pemerintahan

dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
yiung kesemuanya masih menunggu Peraturan



Pemerintah yang harus dibuat. Justru hal inilah
vang saal ini sedang dituntut oleh daerah-
daerah kepastian pelaksanaan pemberian
prosentase ataupun ketentuan atau perhitung-
annya yang pasti: dan (¢) Didalam UU
Perimbangan Keuangan ini belum secara jelas
menunjukkan nilai dan kriteria yang
herorientasi pada pemerataan, keadilan, kepas-
tian, terprediksi. kemudahan/kesederhanaan,
desentralisasi dan local aceountability.
Formulasi Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999,
didalam implementasinya mau tidak mau harus
dipikirkan berbagai penvempurmaan atau perubahan

* Pokok-pokok Pikiran

terhadap kebijakan-kehijakan yang menyangkut
pemerintahan daerah dan keuvangan daerah.
Penyenmipurnaan atau perubahan kebijakan-
kebijakan yang terfokus kepada: (1) pengalihan
kewenangan penyelenggaraan urusian-urusan secara
utuh dari Pusat ke Daerah-daerah: (2) pembagian
keuangan dan sumber daerah yang lehih
menguntungkan daerah dan adil; serta penggunaan-
nya vang menjadi wewenang penuh daerah: (3)
peningkatan kualitas SDM di daerah baik pada
jajaran eksekutif maupun legislatf; dan (4)
rearganisasi dan restrukturisas: atas lembaga-
lembiaga pemerintahan baik yang berada di Pusat
muttpun di daerah-dierah.
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